BABIi

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional meletakkan dasar-dasar bagi perjuangan pembangunan
bangsa dalam mewujudkan masyarakat untuk peningkatan ckonomi dan setiap bidang
pada umumnya. Maka perlu adanya pola dasar pembangunan nasional yang
menggariskan apa tujuan pembangunan. serta landasan hukum bagi terselenggeranya
kegiatan pembangunan itu sendiri.

Suatu hal yang sangat mendasar dalam pelaksanaan pembangunan adatah
tersedianya permodalan. Permodalan tidaklah didapatkan begitu saja tetapi dibutuhkan
sarana-sarana lain termasuk halnya meletakkan keberadaan lembaga jaminan yang
dibutuhkan masyarakat pemodal itu sendiri.

Perkembangan industri dan perdagangan dewasa ini juga berakibat sccara
langsung terhadap perkembangan lembaga jaminan itu sendiri. ysng salah salu
petkembangan tersebut adalah jaminan hutang baik itu jaminan perserorangan maupun
jaminan kebendaan. Keberaduan jaminan kredit yang dalam penclitian ini difekuskin
pada Hak Tanggungan sangat potensial perkembangannya selain memiliki dasar
hukum yang kuat maka keberadaan hak tanggungan juga sangat berpotensial datam
hal dikabujkannya permohonan kredit atau tidak.

Manusia adatah homo economicus dan setiap manusia selalu berusaha untuk
memenuhi kebutuhannya, Kebutuhan manusia yang beraneka ragam sesuai dengan

harkatnya selalu meningkat. sedangkan kemampuan untuk mencapai Sesuatu yang
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diinginkannya itu terbatas. Hal ini menyebabkan manusia memerlukan bantuan untuk
memenuhi hasrat dan cita-citar.ya. Dalam hal ia berusaha, maka untuk meningkittkan
usahanya atau untuk meningkatkan daya guna sesuatu barang. ia memerlukan bantuan
dalam bentuk pennedalan. “Bantuzn dari bank dala:n bentuk tambahan modal inilah
yang sering disebut dengan kredit”. '

Dengan demikian kredit itu dapat pula berarti bahwa pihak kesatn memberikan
prestasi baik berupa barang, uang, atau jasa kepada pihak lain. sedangkan
kontraprestasi akan diterima kemudian (dalam jangka waktu terientu). :

Dalam hal pemberian kredit maka perikal keberadaan jaminan sangat utama
dalam hal scorang dcbitur mendapatkan kreditnya. Aspek jaminan pada dasarnya
didasarkan kepada penanggulangan resiko apabila ternyata dcbitur talai mclunasi
kreditnya, sehingga dengan demikian keberadaan jaminan dititikberatkan pada
kecukupan nilai harta yang dijadikan jaminan kebendaan dcbitur dalain hal
permohonan kreditny2, Alau dengan kata lain keberadaan jaminan disandarkan kepada
apakah nilai kredit yang dimohonkan debitur sesual deogan nilai hatta yang ada atau
jaminan yang diajukan debitur. Apabila dirasakan cukup untuk bank. maka penilaian
jaminan tersebut akan dilakukan klarifikasi baik itu hak atas jaminan tersebut bukan
merupakan hak orang lain. Atau debitur merjamiakan sesuatu hak yang bukan debitur

sendin pemiliknya.
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